
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NOMOR A95/Vrrl1.[]1.op 
^oa6

TENTAN(l

BUPATI TANA TORAJA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta efektifitas pelaksanaan
Pengawasan Fungsional atas kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka
dipaidalg perlu menjrusun Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2026;

b. bahwa Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor
456/XII/TAHUN 2025 tentang Program Kerja Pengawasan
Talrunal Berbasis Risiko Tahun Anggaral 2026 tidak
sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2026 lar.ggal 19 Januari 2026
maka dipandang perlu melakukan penyesuaian PKPI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Program Ke{a Pengawasan Inspektorat Daerah
Tahunan Kabupaten Tana Toraja Tah]un 2026;

1. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2Ot1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundarg-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta_hun 2011 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hir
dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaial Pidala (l,embaran Negara Republik lndonesia
Tah.ur' 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengal Undarrg-Undang
Nomor I Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana
(Irmbarart Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
71s31;

Menimbang

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaraa Negara RepubJik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggaati
Undang-Undang Nomor 2 "faltur, 2022 tentang Cipta Keda
menjadi Undang-Undang (lembararl Negera Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Talun 2008 tentang
Sistem Peogenda-liar Intern Peme rintah;

6. Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tent€tB
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa-n
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor LO7 Tahrun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O7 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2O2S
tentang Pedoman Penyusunar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20g6)
sebagaimana telaJ: diubah dengaa Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturar
Daerah Kabupaten Tara Toraja Nomor 4 Tah.uJ;. 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahult
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Torqia Tahun
2022 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqia Nomor 4 Tahun
2025 teIrtang Anggaran Pendapatar darl Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nonor 3 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F\rngsi, Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025
tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga
Satuan Tahun Ag].ggotan 2026;

15. Peraturan Bupati TaIa Toraja Nomor 32 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggarat 2026.

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026
tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;

b. Peraturan Menteri Datam Negeri Republik lndonesia Nomor
4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2026i

c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Ketua Komisi Pemberarltasarl Korupsi Republik
Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembarrgunan Republik Indonesia, Nomor 11 Tahur. 2024,
7oO. 1 /3O 13/ SJ, dan HK.o 1.oo/ SE.3 / K I D3 / 2024 |.f,nraJ]g

Penguatan Aparat Pengawasal Intemal Pemerintah
Daerah;

d. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Bidalg Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor O8 Tahun 2020 tentang Pedoman
Perencanaan Pengawasar Berbasis Risiko Bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

e. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuartgal dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor ; DPA/A.i
/ 6.O l.O.0O.O.OO.o I.OOOO /OOl12026 tentang Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah
lnspektorat Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Talun
Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahull. 2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupalal bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Uraian Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang
dijabarkan dalam PKPT yang mencakup:
a. Pendahuluan, memuat:

1. Latar belakang;
2. Tujuaa; dan
3. Ruang lingkup

b. Aran kebijakan pengawas.rn, memuat:
1. Objek pengawasan.
2. Perhitungan level risiko;
3. Prioritas pengawasan;
4. Bentuk pengawasan;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Teknis dan ketentuan dalam pengawasan; dan
6. Perhitungan sumber daya pengawasan.

c. Pereltca.naar pelaksanaan pengawasaJr, memuat:
1. Jadwal pelaksanaan pengawasan; dan
2. Anggara.n pengawasar.

d. Penutup.
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2026 Pos Inspektorat DaeraI Kabupaten Tana Torqia.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Tana Toraja Nomor 456/XII/TAHUN 2025 tentang Program
Kerja Pengawasan Tahunar Berbasis Risiko Tahun Anggaran
2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
B jLt )p:b

A?
ATO

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian
2. Ketua Dewan Perwakilan Raliqrat

Negeri;
Kabupaten Tana Toraja;

3. Kepala Badan Pemeriksa Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Perwakilan Badan Penga

Sulawesi Selatan;
san Keuangan dan Pembangunan Provinsi

5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja;

6. Inspektur Daerah Kablrpaten Tana Toraja.

tanggal

\\*
\:t, rAeo
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LAMPIRAN
KEPUTUSAi{ BUPATI ?Ai'IA TORAJA
NoMoR 25t /vlt /rewp to tt
TENTANG
RENCANA PERUBAHAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2026

rr, \.J Er-?tDtt l\ tEllt\lD
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPI) BERBASIS RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar bela.kang
Penga&'asan Internal Pemerintah mer.rpakan salah satu unsur

manajemen pemedntah yang penting untuk mewujudkan kepemerintahal
yang baik. Dengar adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good
gouernance maka kineda atas penyelenggaraan pemerintahan harus segera
dibenahi salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengal
meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawasan Int€rn Pemerintah

Pengawasan intemal dilakukan melalui proses audit, reviu, evaluasi,
monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai
dan atau terbatas bahwa kegiatan telah dilalsanakan sesuai dengan
tqjuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari peran dan fungsi APIP
tercermin dari beikuraflgnya jumlah temuan audit dan peningkatan
penyelesaian tindak lanjut temuar hasil audit. Tanpa tindak lanjut, tqjuan
pengawasan untuk memberikan nilai tambah pada organisasi berupa
peningkatan kinerja organisasi dan pemerintahan yang baik, tidak
tercapai.

Perencanaan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan
Jangl<a penqeii (lanuliar.,Ij jiaJlg merdpai(an oagian inlergial oarl prograjrr
kerja jangka menengah dan jangka panjang. Penl,rrsunar rencanan keia
pengawasan tahunan dipengaruhi prioritas, fokus dan sasaran
pengawasar, sumber daya yang tersedia, dan jadwal wakfu pengawasan.
Sehubungan dengan itu perlu menggunakan perencanaan audit berbasis
risiko, sehingga pengawasar] dapat bedalan elektif dan efisien serta
diminimaiisir perubahan Program Keija Pengawasan Tahunan yang sedaLig
berjalan.

Pen)rusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
dilaksanakan dengan tahapan sistematis, dimulai dari pemilihal auditable
unit, fasilitasi penerapan manajemen risiko, perhitungar faktor risiko dan
berbagai masukan dari stakeholders. Informasi yalg dimuat dalam
h-ogram KerJa Perrgawasan Tahunal meliputi:
l. Narna Kegiatan Pengawasan (Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring/

Pengawasan lainnya),
2. Objek Pengawasan (Program/Kegiatan),
3. T\-rjuan Pengawasan,
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4. Tingkat Risiko,
5. Jumlah Laporan,
6. Struktur Tim Pengawasal,
7. Rencana Jadwal Pelaksanaan P€ngawasan,
8. Anggaran Biaya.

2. Tujuan
i{aksud ,jisusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunal sebagai

pedoman dalam melaksanakar kegiata! pengawasar pada Taltun

Anggaran 2026 agar pelaksanaan pengawasan lebih berdaya guna, efrsien,

efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya ouerlapping

pelaksanaan pengawasan antar Apaiat Pengawasan Fungsional Pemerintalt

1eefe1, U"it y".rg dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintqh

(APIP) maupun Pemeriksa Eksternal.
T\-rjuarl PenFrsunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu:

1. Memberikan pendoman awal objek dan tujuan dilakukarnya

Pengawasar;
Z. i,lenlaratrtan pimpinan dar:' pengelola Penugasan audit dalam

menetapkan skala prioritas dan mengindentifrkasi pengendalian

area-area berisiko;
3. Justifrkasi terhadap sumber daya audit;
4. Membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya

ditugaskan untuk Prioritas utama;
5. Memberikal dasar untuk mengr'rkur capaian kinerja' dan

Memberikan informasi kepada ekstemal auditor dal pihak terkait

mengenai ruang lingkup audit.

3 Ruang Lingkup
eerig"*^""., penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan

untuk Lendukun! Visi dan Misi Kepala Daera1l yang tercanturn dalam

Rencana Pembangunan Jargka Menengah Daerah 2025-2029 ' Adapun Visi

Kepala Daerah TJur. 2O2 i - 2Cr26 adalah -Iala Toraja Maju dar Berdaya

Sing Berdasarkan Nilai Budaya" dan Misi Pertama adalah "Meningkatkan

eeny-elengga.an Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui

tran sformasi digital'

Kebijakan pengawasan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

N.g.ri t,tomoi 4 Tahun 2026 tgntang Perencanaan Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026'

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahal daerah

dilaklrkan terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercarturn dalam

rencana pembangr-rnan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja

pemerintah daerah Tahun 2026 dengat sasamJr prioritas daerah yang

memiliki risiko dan daya ungkjt tinggi upaya meningkatkan perh:mb-uhan

dan pemerataan, pembangunan yang berkuaLitas dal berkelaljutan'
penumnatr kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya

manusia serta menjaga keamana! untuk meningkatkan kesejahteraaa

masyajakat, marLd@tory ol./,dit,serta pertimbangan manajemen'



Kegiatan dan fokus pengawasar Inspektorat Daerah Pemerintsh
Kabupaten Tana Toraja dikeiompokkan sebagai berikut:

1. Kegiatan ya!:tg sifatllya mand@tory, meliputi:
a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
b. Reviu Laporan Penyelenggaraa-n Pemerintah Daerah (LPPD);
c. Reviu rancangan Akhir Dokumen Rencana Kerja Pemerintal

Daerah (RKPD);

d. Reviu rancangan Standar Harga Satuan (SHS) dan rancangan
Analisis Standar Belanja (ASB);

e. Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah;
f. Reviu rancangan APBD;
g. Reviu rancangan Belarja yang Melampaui Tahun Anggarar

(Utartg);
h. Reviu dengan T\rjuar Tertentu;
i. Monitoring/Evaluasi penyerapan anggaran darl pengadaan

barang/jasa;
j. Monitoring penerapan manajemeu risiko/Evaluasi ,Rtsk Regrlsteri

k. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan APIP

dan BPK Rl;
1. Monitoring Pengendalial dan Pelaporan In{lasi;
m. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
n. Monitoring darr Evaluasi Penilaiarl Mandiri Pembargunai 7-o\a

lntegritas;
o. Montitoring dan Eva.luasi Program Strategis Nasional;
p. Evaluasi SAKIP;
q. Pengawasan Keuarga! Desa;
r. Penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intem

pemerintah (SPIP) terintegrasi;
s. Audit Atas Ketaatar NSPK (Complione Auditf;
t. Audit Kinerja Perangkat Daerah; dan
u. Pemeriksaa Dengan Tujuan Tert€ntu.

Pemeriksaan kinerja dilakukart untuk mengawal

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai

dengar RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik berbasis Teknologi Informasi;

b. Meningkatkal akses layanal Pendidikan dan Kesehatan yang

berkualitas;
c. Menguatkan interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhar pokok dengai
harga tedangi.au dalam menunjang kemandirian palgan;

e. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha Masyarakat

berdasarkan potensi wilayah;

f. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yarlg berkelanjutan'

-7 -
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2. Pengawasan Intern dalarn Rangka peningkatan Tata Kelola
Pemerintah Kabupaten -tana Toraja, meliputi:
a.audit ketaatan terhadap pengelolaan belanja dan

pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tana Toraja; dan
b.memberikan Earlg Waning Sgstem terhadap:

1. Implementasi Sistem Informasi pemerintahan Daera_h (SIpD);
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah

3. Pengawasan Direktif Pimpinan, meliputi:
a. Percepatan Pelaksanaan APBD TA. 2026
b. Kemudahaan Investasi di Daerah; dan
c. Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari ApBD.

4. Pengawasan Da-larn Rangka penegaka.n Integritas, meliputi:
a. pemeriksaan khusus;
b. pelaporan gratifikasi;
c. implementasi zona integritas; dan
d. kepatuhan LHKPN da-n LHKASN.

5. Pengawasan Peningkatan Kapabilitas Aplp Inspektorat Daerah
Pemerintah kabupaten Tana Toraja, meliputi:
a. sertifikasi profesi;
b. bimbingan teknis; dal
c. kapabilitas APIP.

B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

1 Objek Pengawasan
Pada tahun 2026 terdapat sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga)
objek pengawasan yang tersebar pada 46 (empat puluh enam) entitas
Pera-ngkat Daerah Kabupaten Tana Toraja darr 112 (seratus dua belas)
Pemerintah l,embang. dengal rincian:

Tabel I.1.
Rinciar Objek pengawasan Tahun 2026

Audit (cuega!
PerdEkat Daera! I I Audit IGueSa

Ferd8kat Deia}l 1 PDTT 5

ftosraa RPJMD I Audit Kinerja
Plogram RPJMD 1

&osrm RPJMD 1 5

I 5
1 1

I D 1

NSPl(NSPX

IPeDsawasar Terdatik 3 Peneaqtu iamat;t 3 Penea@sm Te4arik 3
5

Penga@sa. Umuo de Penga@6d UhuD daI7 26 19 5

1

2

10

2

3

2
2

10

5

I
1

R(PD &

& DAU

RAPBD &
ssH &

ASN



-9 -

RI

386

a

6
2

I
9
5

AIIP &
RB

z1
SPP

SAIqP

8

46

Objek pengawasan sebagai berikut:
a. Objek Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

,-,.rrdaarg a, termasuk pengawasao Norma, Standar, Prosedur' dan

Kriteri (NSPK)

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merujuk pada objek dan

kegiatan yang akan diperiksa dalam rangka mengevaluasi

kewajara.t, kepatuhan, dan pengelolaan keuangan di tingkat

perr,erinta.hai daerah. Audit ini berfujuar' untuk memastikan

bahwa laporan keuangan perangkat daerah disusun sesuai dengan

ketentuan peratura-n perundang-undangal yarg berlaku serta

mencerminkan kondisi yang sebenarnya yarlg meliputi:
1) lnspektur Pembantu Wilayah I

(1) Sekretariat DPRD
(2) Dinas Pekedaa.n Umum dan Ta'.a Ruang
(3) Dinas Perumahan Rak5rat darr Kawasan Permukiman
(4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia
(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(6) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
(7) Dinas Sosial
(8) Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi
(9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan

dan Perindustrian
(i 1) Unit Pengadaan Barang dan Jasa / UKPBJ
(12) Kecamatan Rano
(13) Kecamatar Kurra
(14) Kecamatan Rembon
(15) Kecanatan Mappak
(16) Kecamatan Simbuang

2) lnspektur Pembantti Wilayah II
(1) Badal Perencanaar Pembangr.rna:n, Penelitial, dan

Pengembangan Daerah
(2) Dinas Kesehatan
(3) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dal Perikalan
(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kmbang
(5) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
(6) Dinas Perhubungan

,:tjr. l ,l
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(7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(8) KecamatanSangalla'
(9) KecamatanSangalla'Utara
(10) Kecamatan Sanga.lla' Selatan
(1 1) Kecamata! Mengkendek
(12) Kecamatan Makale
(13) Kecarnatar Malale Utara
(14) Kecamatan Saluputti
(15) Kecamatan Bittuang

3) Inspektur Pembantu Wilayah III
(1) Sekretariat Daerah
(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
(3) Dinas Lingkungan Hidup
(4) Dinas Perpustakaan dan Keajsipar
(5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu
(6) RSUD Lakipadada
(7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(8) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelarnatan
(9) Bada-n Penanggulangan Bencana Daerah
(10) Kecamatan Masanda
(l 1) Kecamatan Bonggakaradeng
(12) Kecamatan Malimbong Balepe'
( 13) Kecamatan Rartetayo
(14) Kecamatan Makale Selatan
{15) Kecamatar candang Batu Sillarar

b. Audit Kine rja
Audit Kinerja merujuk pada aJea yang dipcriksa untuk menilai
sejauh mana perangkat daerah dalam pemerintahaa daerah
mengelola dal menjalarkan kegiatan atau program yallg telah
ditetapka-u, berdasarkan prinsip ehsiensi, efektivitas, dan ekonomi.
Audit kinefa tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tet,fi juga
pada pencapaian tqjuarl, hasil, serta dampak dari kebljakan dart
program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan rincian
Elektivitas Pelaksanaan Program, Kegiatan dafl Sub Kegiatarl yalg
tercantum dalam dokumen Rencana pembangunan Jangka
i[enengah Daerah (RPJMD) Tahur, 2C25-2O29 dengal sasaran
prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk
meningkatkaa pertumbuhan daerah. sehingga fokus audit akan
diarahkan pada perangkat daerah yang memiliki peran strategis
dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah.

c. Pengawasan Penerapan SPM
Mencakup berbagai aspek yalg berhubungan dengan penerapan,
eva.luasi, dan pemantauan kualitas layanan pubtik yang diberikan
oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat melalui penetapan,
Penyediaan, Pelal<sanaan, Pemantauan dan Evaluasi penerapan
SPM.



'!6ry.A1'riqi) 
il:t,t ,r"r,.,!r _ !

- 11-

d, Pembinaan dan Pengawasan umum dan teknis
Pembagial wilayah pemeriksaaa lembarrg dalam lingkup
Kabupaten TaIa Toraja ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana
Torqia Nomor | 413/XJlTa}rnlJ]2025 terdiri dari:
1) Inspektur Pembartu Wilayah I

- Lembang Rano
- I,embartg Rumandan
- I-embang Rano Uta.ra
- Lembang Rano Tengah
- Lembang Rano Timur
- Lembang Bambalu
- Lembang Maroson
- L€mbalg Lipungan Tanete
- Lembang Rante Limbong
- Lembang Limbong Sangpolo
- l€mbang Bua Tarrung
- Lembang To'pao
- l,embang Kayrrosing
- Lembang Banga
- l,embang Limbong
- L€mbang Sarapeang
- Lembang Maroson
- Lembang U1lin
- Lembang Buri'
- Lembang Batusura'
- l,embang Palesan
- l,€mbang Tanete
- l,embang Dewata
- L€mbangSargpeparikan
- lembang Miallo
- Lembang Butang
- Lembang Simbuang
- Lembang Simbuang Batutallu
- Lembang Pongbembe
- Lembang Makkodo
- Lembarrg Puangbembe Mesalada

2) Inspektur Pembantu Wilayah II
- Lembang Bulian Massabu
- Lemba-ng 'I\rrunan
- Lembang Kaero
- l,embarrg Ttrmbang Datu
- Lembang Leatung Mataallo
- l,embang Rantelalci Kambisa
- lembang Saluallo
- l€mbang Batualu
- l,€mbang Batualu Selatan
- Lembang Toksesan
- Lembalg Raru Sibunuan
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- Lembang Buntu Datu
- Lembang Buntu Tangti
- Lembang Rartedada
- Lembarlg Pa'tengko
- Lembang Simbuang
- Lemang Pakala'
- Lembang Uluway
- Lembang Uluway Barat
- I-embang Marinding
- Lembang Palipu'
- Lembang Ke'pe' Tinoring
- Lembang Randalan
- Lembang Gasing
- Lembang l,ea
- Lembang Salu Buronan
- Lembang Ratte Talonge
- Lembang Ra'bung
- Lembang Batu Tiakka'
- Lembang Salutandung
- Lembang Satar.dung
- Lembang Rea Tulak Lalgi
- Lembang Tiroan
- Lembang Balla
- Lembang Letek
- Lembang Kole Paliarr
- Lembang Pali
- Lembang Patongloar
- Lembang Sasak
- L€mbang Bau
- Lembang Sandala
- Lembang Rembon Rembo
- Lembalg Se 'seng
- Lrmbang Burasia
- Lembang Kandua'
- Lembang Buttu Limbong

3) Inspektur Pembaltu Wilayah III
- LembaJrg Ratte
- Lembang Paliorong
- Lembang Kadundung
- Lembang Pondingao'
- Lembang Belau
- l"embang Belau Utara
- Lembang Paku
- i,emba,rg Sese Salu
- Lembang Mappa
- Lembang Poton
- Lembang Buakayu
- Lembang Bau



- 13 -

- Lembang Bau Selatan
- Lembang Balepe'
- Lembang l€ppan
- Lembang Kolesawangan
- Lembang Kole Barebatu
- I€mbang Lemo Menduruk
- Lembang Madandan
- Lembarg Tonglo
- Lembang Tapparan Utara
- lrmbang Pandan Batu
- Lembang Patekke
- Lembang Bo'ne Buntu Sisong
- Lembang Pa'buaran
- Lembang Kaduaja
- Lembang cangdangbatu
- Lembang Garassik
- Lembang Sillanan
- I-embang Pemanukan
- Lembang Perindingan
- i,€mbang Buntu Tabarg
- Lembang Betteng Deata
- Lembang Bultu Limbong

4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dar Investigasi
meliputi:
Seluruh Perangkat Lembang Lingkup Kabupaten Tana Toraja.

e. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Pengawasal Dengan Tujuan Tertentu dilakukal dengan fokus
atau tujuan yang spesifik untuk mencapai hasil tertentu yang
diinginkan. Pengawasan jenis ini sering kali dilakukan dengan
orientasi pada sektor, program, atau area tertentu dalam
pemerintahan daerah atau institusi yarg membutuhkan perhatian
khusus. Pengawasar, dengan tujuar tertentu umumnya bertujua,n
untuk memastikan elisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap
peraturan dalam pelaksalaan kegiatan atau program tertentu
yang mencakup seluruh perangkat daerah dan lingkup Pemerintah
Kabupaten Tarla Torqja.

f. Laporar Pengaduan Masyarakat
Laporan Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan berfokus pada
sasaran pengaduan masyarakat dalam konteks pembangunan dan
pelayanan publik di lndonesia, berorientasi pada peningkatan
kualitas layanan, a-kuntabilitas, dan transparansi pemerintah yang
mencakup seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Tana Torqja.

,l1i!-..-...
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g. Probity Audit
Probity Audit dilakukan dengan fokus untuk memastikan bahwa
proses-proses tertentu, seperti pengadaan barang/jasa, seleksi
pegawai, atau pelaksaraan kontrak, dilakukal dengan ca.ra yarlg
benar, adil, terbuka, dan tanpa adanya konflik kepentingan.
Berikut adalah ruang lingkup dari Probity Audit:
a. Pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa;
b. Pemeriksaan terhadap keputusan yang mengandung konflik

kepentingan;
c. Pemantauan transparansi proses pengadaan;
d. Evaluasi terhadap kelayakan proyek dan kontrak;
e. Audit terhadap pengelolaan dana dan embayaran;
I Penilaian terhadap pelaksanaan etika da-lam proses

pengadaan;
g. Audit terhadap kualitas dan ketepatan waktu pekerja;
h. Penyelesaian sengketa dan penangalan pengaduan.

h. Pemeriksaan terhadap Dara Bantuan Operasiona-l Sekolah (BOS)

Pemeriksaan terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
memiliki fokus yang sangat penting untuk memastikan bahwa
dana yang disalurkal digrrnakan secara transpar€Ln, akuntabel,
dan tepat sasaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia. Beberapa fokus utama pemeriksaan dana
BOS altara lain ; Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Ketentuan
Penggunaan Dana BOS, Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Dana, Efektivitas Penggunaar Da-na BOS dalarn
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Peogelolaal Dana BOS yang
Tepat Waktu dan Tepat Jumlah, Pencegahan dan Penanganan
Penyalahgunaan Dana BOS, Evaluasi Penggunaan Dana BOS
Berdasarkal Prioritas Kebutuhal Sekolah, Kepatuhan dalam
Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Pen]rusunan l,aporan
Pengg..:naan Dana BOS yang Akurat dan Jelas yarg mencakup
seluruh SD dan SMP pada lingkup pemerintah Kabupaten TaIa
Toraja.

2. Faktor Dan Bobot Risiko
Penlrusunar rencana kegiatar pengawasan khususnya audit

ketaatan belanja da! PBJ serta audit kine{a dilakukar menggunakan
metode berbasis risiko yang dihitung berdasarkan faktor risiko dan skor
risiko, Faktor risiko yang digunakan menggunakan skala 100 dimana
masing- masing faktor risiko mempunyai bobot risiko teraendiri,
sedangkan skala dan skor risiko memiliki 5 (lima) skor dari risiko yang
sangat rendah sampai dengan risiko yang sangat tinggi. Hal tersebut
diuraikan sebagai berikut:

r t.r::
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Tabel I.2.
Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Ketaatan dan Pemeriksaan Kine a

No

6-10 11- 15 16-20 ffi

(Bobot = 25%)

anggaran ProSlam
terhadap dggaran
Belanja Langsung
APBD <24/O

anggaran

Belarja
Langsung APBD
<5%

anggarar ProSram
terhadap anggarar
Beloja Lanesult
APBD <10%

Perbandingajl
anggaran Pt^ogrartr
terhadap ang8aran
Belanja Larssuns
APBD < 15%

Perbandinga!
anggaran
Plogml]}

Beknja
ranssuns APBD
zlSyo

ProEram
- Tidak Terkait
Langsung

-Terkait
Ianssung -T€.kait Iangsung

RPJMD

-Terkait langsung

RPJMD

-Terkait
Iangsung

RPJMD

-Tidak
RPJMN

Mefldukung -Tidal<
MendukuDs
RPJMN

-Temasuk sektor
unggulan daerah

-Tidak
ung8ulan

-Tidak

sektor unggulan

-?ida}(
unggulan -Tidak Me.dukung

RPJMN sektor unggulan

Signifikansi

tujuan RPJMD

Kelompok
Satke!/OPD)

Indikator Kineia
Satker terhadap
Total IDdikator
Kineda Pemda <2%

Total
Kinerja
<toya

Kinelja

lndikator

Indikator Kinerja
Satker terhadap
Total Indikat r
Kineda Pemda
<\50/.

Kine{ia
terhadap
Indikator
Kineda
>t50/o

Satker
Total

Jika tidak Jika 1 kondisi Jika 2
terpenuhi

Jika 3 kondisi

Penyelesaian atas
temuan auditor
internal < 950/0

3 950/0

'Pen}€Iesaian atas
t€mua]I auditor
intemal s 95%

-Penyelesaie atas
temuan auditor
internal < 95% auditor intemal

3 950/.

-Penyelesaia atas
temuan auditor

-Penyelesaian atas
temuar auditor

-P€flyelesaian atas
temuan auditlr

-Ada potensiia d -Ada potensi taud -Ada potensi ,aLd
fraud.

potensi

-Ada kasus hukum -Ada kasu6 hukum -Ada kasus hukum hukurn

Isu Terkini

(Bobot = t5%)

Jila tidal
kondisil

Jika teryenuhi 1 Jika teryenuhi 2 Jila t€ry€fluhi 3
kondisi:-Ada somtan -Ada sorotan -Ada sorot€n

-Ada

public public
-Terkait
public

'Terkait
public publk

-Berpengaruh hajat
hidup orarg

-Be.pengaruh
haja.t hidup 'Belpengaruh hajat

hidup orang bany6l<

-Beryengaruh hejat
hidup orang

-Berpengaruh
hajat hidup

tain terkait

r/oPD/Area

(Bobot = r5%)

5

-Tahun
dilakukan
tahun lalu

teral.hir
audit

-Tahun terakhir
dilakukan audit
2 tahun lalu

-Tahun teraldir
dilakukan audit 3
tshun l6lu

-Talun terakhir
dilakukan audit 4
talun lalu

-Talun terakhir
dilakukan audit
5 tahun lalu

-SDM APIP beluh
pemah melakukan
penugasan yang

.SDM APIP

perugasan yang

.SDM APIP sudal
2x melakukarl
penugasan yang

-SDM APIP sudah
3x melakukan
penugas€n yang

-SDM APIP tebil
dari 3x

penugas€r yang

3

ungsulan

RPJMN/RPJM
D
(Bobot = 2s%)

tindak lanjut,

t /oPD I Area

(Bobot - 207d

Hasil perhitungan faktor dall bobot risiko pemeriksaan ketaatan terdapat pada
Tabel L4 di bawah ini :

INDIKATOR

1-5

1

-Mendukung
RPJMN

-Mendukung
RPJMN

Kinerja Satke!

Indikator
Kinerja Pemda
<Sa/a

'1



Tabel I.3.
PENYUSTINAN AREA PENCAWASAN

KELOMPOK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMER INTAH KABUPATEN TANA TORAJA
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Dari hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 1.4, maka level risiko masing
masing satuan kerja sebagaimana Tabel I.5, di bawah ini:

T.bcl I.4.
Levcl Risiko Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tana Toraja

1 Dinas Pendidikan dan Ke
2 RSUD Laki adada
3 Dinas Pek aan Umum dan Tata
1 Sekretariat Daerah

5 Badan
Daerah

Pengelola Keuangan dai Pendapatan

6 Ins ektorat Daerah
7
8 Perumahan t dan Kawasan Pemukiman

9
Satuan Polisi
Kebakararr

Pamong Praja dan Pemadam

l0 Badan Penan Bencana Daerah
11 Dinas Sosial
12

as Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
Din

darl Kel Berencana
Dinas Hidu

15 Dinas Ke dudukan dan Pencatatan S
16 Dinas Pembe t dan l,em Risiko
1,7

18 Dinas Kom Informatika, dar Persandian Risiko
19

Dinas Koprerasi, Usaha Kecil daIr Menengah,
dan PerindustrianPe Risiko Tinggi

20 Dinas Penanamar Modal dal PeLayalan
adu Satu Pintu Risiko Tinggi

21 takaan dan KearsiDinas
22 Dinas Pariwisata, K udaan dan O

23 Dinas Pertanian, Ketahanan
Perikanan

Pangan, dan

24 Sekretariat DPRD

25 Badan Perencanaan Pembangr:nal, Penelitian,
mban Daerahdan

26 Badan Kepegawaian dan Pengembalgan Sumber
Manusia

27 Kecamatan Makale
28 Kecamatan Makale Utara
29 Kecamatan Makale Selatar
30 Kecamatan S
31 Kecamatan S Utara

33 Kecamatrr M ndek
34 Kecamatan batu Sillalarr
35 Kecamatan Salu tti
36 Kecamatan Rembon
37 Kecamatan Malimbo
38 Kecamatan Ran

No. Nama OPD kvel
Risiko Saleat Tinesi
Risiko Sa!sat Tinsgi
Risiko Sansat Tinesi
Risiko Saneat Tinesi

Risiko Saqg.lt Tinggi

Risiko Saneat Tinesi
Dinas Kesehatan Risiko Tinesi

Risiko Tineei

Risiko Tinggi

Risiko Tineei
Risiko Tineei

Dinas Tenaga Keria dan Transmisrasi Risiko Tineei

Risiko Tinggi

l4 Risiko Tinesi
Risiko Tinesi

Dinas Perhubungan Risiko Tinssi

Risiko Tinesi
Risiko Tinesi

Risiko finggi

Risiko Tinggi

Risiko Tinggi

Risiko Tinsei
Risiko Tinesi
Risiko Tinesi

Kecamatan Sangalh Selatan 
--

Risiko Tinssi
Risiko Tinssi

Risiko Tinqqi-

Risiko Tinesi
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No

39

Narna OPD

Kecamatan Kurra
40 Kecamatan B
4l Kecaflatan Rarto
42 Kecamatan Bittuang

Kecamatan Masanda
44 Kecamatan Simb
45 Kecamatan
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Risiko Tinegi

Dari hasil pemetaan level risiko masing masing perangkat daerai pada Tabel

diatas, berikut ini adalah tabel penentua! level resiko perangkat daerah
berdasarkan lnspektur Pembantu wilayah I sampai III :

Tqbel I.5.
Level Resiko Perangkat Daerah Berdasarkan Pembagian Wilayah

No Nama OPD Level

1 Dilas Pekerjaarr Ulrrum dan Tata Ruang
2 Dinas Pendidikan darr Kebudayaan
3 Sekretzriat DPRD ko Tinggi
4 Dinas Perumaha.n Ra-lq/at dan Kawasa:n Permukirnan

5
Badan Kepega\i,aian dan Pengembanga4 Sumber
Daya Manusia

Risiko Tiaggi

6 Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olalraga
7 Dinas Sosial
8 Dinas Tenaga Kerja dan T?ansEigrasi

Dinas Pemberdayaa, Perempuan darl Perli$dungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelualga
Berencana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,
Perdaganga! dan Perindustiian

11 Urit Pengadaan Barang da-Il Jasa / UKPBJ Risiko Tinggi
12
13 Keca-Eratan Kurra Risiko Tlrgei
l4 Kecamatan Rembon
15 Kecamatan Mappak
I6 Kecamatan Simbuang

Pemba!h-r
1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah Risiko Tirggi

2 Dinas (esehatan

3 Dinas Pertarlian, Ketahanan Pangalr, daIr Perikanan
4 Dinas Pemberdayaai Masyarakat dan Lembarlg
5 Dinas Komunikasi, Informatjka, dan Persandian
6 Dinas Perhubungan
7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil riko Tilegi
8 Kecanatar Sangalla' riko Tinggi
9 Kecamatan Sa.ngalla' UtaJa
10 Kecamatan Sangalla' Selatan iko Tirrg{i
11 KecaEatar Mengkendek
12 Kecamatan Makale Ris ko 

"iaesi13 Kecamatan Makale Utera

,iit;14. .:r'ali :.:-- -

Risiko Tineei
Risiko Tiossi
fusiko Tinssi

Riiiliol.saniar'TiiiiA

t<Islko lllrgg

Risiko Tinsei
Risiko Tirresi

9

10 Risiko laggi

Kecadrata.n Rano Risiko Tinesi

Risiko TinsEi
Risiko TiasEi
Risiko Tinesi

Risiko Tinssi
Risiko Tineei

Risiko Tinssi

Risiko Tinesi

Risiko TineEi

Risiko Tinsp
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No Nal]la OPD Level
t4 Kecarnatan Saluputti Risiko TineSr

KecaEratan Bittu

1 Sekreta-riat Daerah
2 Badan Pengelolaan Keuangan d6.rl Pendapatan

Daerah
3 RSUD Lakipadada
4 Dinas Lingkungar Hidup Risiko Tinggi
5 Dinas Perpusta-kaan dan KeaJsipa.o Risiko Tinggi
6 Dinas Penana:oan Modal dalr Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Risiko Tinggi

7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politjk Risiko Tinggi
8 Satuan Polisi Pamoog Praja, Pemadam Kebala.ran

dan Penyelamata! Risiko Tinggi

I Badan Penanggulangan Bencana Daelal Risiko Tinesi
10 Kecamata! Masanda Risiko Tinggi
11 Keca.Eratan Bonggakaradeng Risiko Tilggi
l2 Kecaroatan Malinbong Balepe' Risiko Tinggi

Kecamatan Rantetayo Risiko Tinggi

t4 Risiko Tinggi
15 Kecamatan Gandang Batu Sillanan Risiko Tingei

Selanjutnya dilakukan perhitungar atas faktor dan risiko pemeriksaan kineda
yang diukur dengan fakor dan bobot risiko sebagaimana Tabel I.6, di bawah
ini:

Risiko Tinesi
Inspel,(hrr Pembartu Wilayah III

Risiko Sansat Tinsgi

Risiko Sargat Tirggi

Risiko rsansat Tinesi

KecaEatan Makale Selatan



KELOMPOK PROGR

Tebel I.6.
PENYUSTJNAN AREA PENGAWASAN

AM RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHI]N 202I-2026
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3. Prioritas pengawasan
a. Pembinaan Dan Pengawasan Tematik Terhadap Program Strategis

Nasional
Pembinaan dart pengawasan tematik dila-kukan terhadap

dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis
Nasional di daerah sebagaimala ditetapkar dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentarg Pembinaan dan
Pengawasan Kinerja Kepala Daerai dan Wakil Kepala Daerah dalam
Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 100.2.4/3207lSJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni
2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis
Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan
daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelaksa-rlaan
Pengentasan Kemiskinan
dai Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem

Menurunnya angka
kemiskinan dan terwujudnya
pengentasal kemiskinan
ekstrem

2. Sckolah Rallyat Ter&'ujudnya sekolah rakyat
basi keluarga miskin.

3 Juta3. Pembangunan
Rumah

Hambatan implementasi
program 3 (tiga) juta rumah.

B Ketahanan Pangan
Mewujudkarr
panRan nasional

ketahanan Implementasi program
ketahanan pangal di daerah.

C Kesehatan untuk Semua

2. Jaminan
Nasional

Kesehatan Implementasi program
jaminan kesehatart nasional di
daerah

3. Makan Bergizi Gratis
lmplementasi dukungan
pemerintal daerah dalam
mendukung keberhasilan
makan bergizi qratis.

D Perluasan Akses Pendidikal
Pembangunan da:r Revitalisasi
Pendidikan Dasar darl
Menengah

Implementasi pembangr.rnan
darr revitalisasi pendidikan
dasar dan meneneah,

E Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengendalian Inflasi
Implementasi
pengendalian
daerah.

pelaksaraan
inflasi di

2. Penguat€r
Desa/ Kelurahan
Putih

Koperasi
Merah

Implementasi dukungal
pemerintah daerah terhadap
koperasi desa/kelurahan
merah putih.

Sasara!No Proera-rn S trateeis Nasiona-i
Penanssulansan Kemiskinan



b, Pembinaan Dar Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat

Daerah
Bupati sebagai kepala daerah berkewajibal melaksarakan

pembinaan dall pengawasan terhadap perangkat daerah, untuk
anggamr yartg bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Adapun aktivitas pembinaan dan pengawasan kepala daerah

terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melaLui:

A. Reviu terhadap:
1. Dokumen Perencanaar pembangr.rnan daera-h terdiri dari:

a, rErncangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
b. laporan kinerja pemerintah daera-h,

2. Dokumen keuangan daerah terdiri dari:
a. rancangan standar hajga satual;
b. rar,cangan analisis standar belanja;
c. belalja yang melampaui tahun anggaran;
d. laporan keuangan pemerintah daerah;
e. rencana kebutuhan barang miLik daerah; dan
f. dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundar: g-undarrgaIl
3. Laporan penyeleaggaraan pemerintahan daerah.

B. Monitoring dan evaluasi terhadap:
1. penyerapan anggaran dan pengadaan baralg/jasa;
2. penerapan manajemen dsiko;
3. tindak lanjut hasil pengawasan;
4. upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
5. reformasi birokrasi;
6. strategi nasional pencegalan korupsi;
7. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
8, penilaian maldiri pembangunan zona irrtegritas;
9. penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intem

pemerintah terintegrasi;
10. akurrtabilitas kinerja intern pemerin'"ah; dan
1 1. program strategis nasional.

C. Pemeriksaan ketaatan (compliance audiq merupakan
pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap Peratura-n
perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta
peraturan terkait yang telah ditetapkan.

D. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan a'.as pelaksanaan tugas
dan fungsi instaasi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis,
efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

E. Pemeriksaan dengan trjuarl tertentu adala.h pemeriksaan yarrg
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan
dan pemeriksaan kinerja, termasuk ha-l-ha-l lain yang berkaitan
dengan keuangan da:r pemeriksaaa investigatif, dengan tahapan:
1. pengumpular bahar ketera.ngaa;
2. permintaan keterangan / kla-rifikasi;
3. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
4. rekomendasi.

F. Pengawasa! tata kelola desa.
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G. Peningkatar kapabilitas apaiat pengawasan intem pemerintah,
melalui:
I. kapabilitas aparat pengawas intem pemerintah level 3 (tiga);
2. meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal

pemerintah;
3. meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
4. terselenggaranya pendidikaa profesional berkelanjutan

minimal 12O (seratus dua puluh)jam per tahun.

4. Bentuk Pengawasan
Pengawasan yang dihf<ukan oleh Inpeldorat Daerah Kabupaten Tara

Toraja dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu kegiatan
penjaminan (assuro,nce) dan konsultasi (consulting[ Bentuk-bentuk
pengawasan tersebut meliputi:

a. Kegiatan Penjaminan (Ass-urqn"c€)
Kegiatart Penjaminan (Assi)rance) adalah proses penilaiarr

buktibukti secara objektif dan independen oleh auditor/P2uPD
untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kondisi tata
kelola, rnanajemen risiko, dan pengendalian intern suatu inst€rsi
pemerintah.

Kegiatan Penjaminan (Assurarlce) dapat berupa:
1) Audit: Pemeriksaan mendalam dan sistematis terhadap

kinerja rnaupun pengelolaal keuangan untuk
memastikan ketaatan pada peraturan dan prinsip
efisiensi,

2) Reviu: Penelaahan ularg terhadap Laporan ats.u proses
tertentu (seperti reviu lapora! keuangan atau RKA-KL)
untuk memastikan kebenaran dan kesesuaiannya.

3) Evaluasi: Penilaiar kinetja atau efektivitas sebuah
program/kebijakan untuk menglrkur pencapaian tujuan.

4) Pemantauan (Monitoing): pengamatan berkelanjutan
terhadap proses pelaksanaan kegiatal untuk
memastikan sesuai dengan rencana awa-l.

b. Kegiatan Konsultasi (Consulting)
Kegiatan Konsultansi (Consultirtg) adalah layaran F,emberian

saran, bimbingan, dan fasilitasi yang sifatnya memberikan nilai
tambah untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern tanpa auditor/p2upD mengambil alih
tanggung jawab manajemen.

Kegiatan Penjarnina\ (As5.trarlce) d,apat berupa:
1) Fasilitasi / Pendanpingan: Bimbingar teknis dalam

penrusunan dokumen, mitigasi risiko, maupun
pengadaal barang dart jasa.

2) Pemberian Saran (Aduisoryi.. Konaultaai atas suatu
permasa-lahal atau kebija-kan yang sedang dihadapi oleh
perangkat daerah.

3) Pelatihan; Transfer pengetahuaa terkait Sistem
PengendaLian Intern Pemerintah (SpIp) atau manajemen
risiko kepada pegawai instansi.



Adapun tahapan pelaksaanaaa audit intem adalah sebagai berikut:
i. Pemeriksaan (Audit)

a. PerencanaanPemeriksaal
Penlrusunan perencanaan pemeriksaan dimuiai seja.k

penetapan sasarar pemeriksaan sampai dengan pcnugasan
pemeriksaan, dimaksudkal untuk menjamin bahwa tujuan
pemeriksaan torcapai sesuai dengan standar pemeriksaan
yang ekonomis, efisien, dan efeldif, dengan tahapan:

1) Penetapan Sasaran/ Objek Pemeriksaan
Sasaran/objek pemeriksaal diprioritaskan terhadap

program/ kegiatan yang bersifat strategis, mengandung
risiko/kerawanar tinggi darl berdampak langsung
terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran
yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang
mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program
pembangunan Kabupaten Tana Torqia.

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim pemeriksa
a) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secaJa

proporsional sesuai kebutuhan Tim pemeriksa
dengan memperhatikal kompetensi dan pengalaman
Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat
kompleksitas objek pemeriksaan, denganjum.tah
anggota tim yang ditentukan secara proporsional

b) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai
kompetensi sesuai sasarao pemeriksaar, terdiri dari 2
jenis Susuna-n Tim:
1. Susunan Tirn I

o Penanggung Jawab
o Wakil Penanggulg Jawab
. Pengenda-Ii Teknis
r Ketua Tim
. Anggota Tim

2. Susunan Tim 2
o Penanggung Jawab
o Pengendali Mutu
. Pengendali Teknis
. Ketua Tim
o Anggota Tim

c) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/calon Auditor
bersertiJikat JFA darl PPUPD/Calon PPUPD
bersertifikat JP PPUPD.

3) Pembekalan Teknis
Pembekalan tekds dilakuka, oleh Pengendal.i Teknis yang
dihadiri oleh Inspektur/Wakil Penanggung
Jawab/ Pengendali Mutu sebelum pelaksanaan
pemeriksaan.



4) Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan

mempertimbangkar beberapa hal yaitu:

a) hasil prof ing faktor risiko objek pemeriksaar; darl

b) luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek
pemeriksaan.

5) Biaya Pemeriksaan
Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan dengan keputusan
bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan
operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program

Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan date.

pemeriksaan,- pengolahan dan analisa data/buki
pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan

temuan pemeriksaan, penJrusunan temuar hasil
pelneriksaarr.

Proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar
pemeriksaan, meliputi:

1) Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga)

kategori, yaitu:

a) Pemeriksaal/Pembinaan darl Pengawasan Kepala
Daerah terhadap Perangkat Daerah, meliputi:
. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
. Akurtabilitas pengelolaan belanja daerah;
. Pengelolaan pembiayaar daeraFr;
o Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Pemeriksaal Kinerja Urusan Konkuren, meliputi:
o Identifrkasi Risiko berbasis Program Strategis

Pemerintah Daerah;
c Per'rirrrba.flgarr lvlanajerrren Anggaran Pemerintah

Daerah;
. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko;
o Tindak Laljut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus

Hukum;
o Isu Terkini Pemerintah Daerah;
c Prioritas Area Pengawasan Kelompok Program

RPJMD Pemerintah Daera-h Kabupaten Tana Torqia
. kepatuhan terhadap peraturan;
o kehandalan sistem pengendalian intern; dan
o aspek ekonomis, elisiensi, dan efektivitas atas

pela.ksalaan tugas dan fungsi instansi.
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c) Pemeriksaan dengan T\rjuaa Tertentu, mencakup
pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan
kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau
direktif langsung maupun tidak langsung.

2) Pengumpulan Buhi Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaal sangat bergantung pada
keandalan bukti-bukti pemeriksaan, Untuk itu,
Auditor/PPUPD harus memastjkan bahwa semua jenis
bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan
untuk mendukung simpulan temuar. Jenis bukti
pemeriksaan dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen,
bukti ana-lisis dan bukti keterangan.

3) Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sargat penting untuk
meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai
dasar untuk menlrusun temuar dan memberikan
rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat
bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:
a) Relevar: bukti mempunyai hubungan yang logi dan

dapat dimengerti;
b) Kompeten: bukti harus konsisten dengal fakta, sa.l

atau valid;
c) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat ultuk

mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu
dengan pertimbangal apakah sudah memenuhi
validitas dan keandalan temuan; dan

d) Material: bukti mempunyai bobot yang layak
untukdikemukakan sangat berarti,berpengaruh
pada putusanpimpina-n.

4) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk
mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat
KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

5) Penyrsunal Temuan darl Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masa,lah
penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan
cian peningi<atan kinerja. Temuan pemeriksaan harus
mengaadung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu
menggambarkan kondisi yarrg sebenarnya, kiiteria yang
harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki,
akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang
menghilangka-n penyebab dan akibat. Temuan
pemeriksaan harus mendapattrian tarlggapan dari pihak
yang diperiksa.
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Hal yang harus diperhatikaa dalam menlrusun
temuan dan simpuian hasii pemeriksaan, yaitu:

a. Judul : mencerminkan uraia.n substansi
temuaIl;

b. Informasi : masukkan informasi yang
penting darr relevan dengan
temuan;

c- Obiektif : vakinkal bahwa setiap kata
' didukung oleh bukti dan tidak

dilebih-lebihkan apalagi bersifat
menekan;

d. Kenali : hindari desas desus dal jangal
pendapat mengikutsertakan informasi yartg
penting menyesatkan;

e. Yakin : simpulan sudah didukung
dengan bukti-bukti pemeriksaan;

f. Kalimat : bersifat membangun dan tidak
konstruktif kualitatif,sertaurrtukperbaikan

di masa mendatang;
g. Pengakuan : apresiasi terhadap kegiata yang

sudah dicapai oleh manajemen
h, Jujur : sajikan komentar secara jujur

dan berikan informasi yalg
cukup kepada objek pemeriksaan
agar temuar mendapat perspektil
yang sama;

i. Pengendalian : Utamal<arr pembahasan
manajemen pengendalian manajemen di

setiap tingkata.n pada bidang
yang dipermasalahkan;

j. Pengaruh : jelaskan pengaruh negatif yang
negatif sudah terjadi atau pemborosan,

ketidakhematan dan sebagainya;
k. Penyebab : tunjukkan penyebab atau

Hakiki alasan yang menjadi dasar
tedadinya permasalahan;

1. Ringkas : uraial permasalahan singkat
dan jelas; darr

m. bahasa ; gunakan bahasa yang mudah
sederhana dimengerti oleh pengguna

Iaporan dan hindarkan
penggunaan singkatan yang
tidak umum.

6) Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temual
pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung
jawab pimpinan unit kerja/kepala daerah/perangkai
daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan
perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan
penyebab dan akibat atau menghilangkan penyebab dan
meminimalisir akibat.

!,.
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Hal yarg harus diperhatikan da-lam menJrusun
rekomendasi:
a) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan

baik;
b) realistis dan dapat dilaksanakan;
c) mempertimbalgkan kebutuhan wal<tu pelaksanaan

rekomendasi;
d) mengidentifikasi personil yang bertanggungiawab

melaksanakan rekomendasi;
e) mengestimasi potensi penghematan di bidang

keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
f) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:

(1) rekomen<iasi yang bersifat himbauan;
(2) rekomendasi perbaikaa atas tindakan masa la1u,

yang pada saat pemerikaaan tidak perlu dilakukan
lagi karena sudah diperbaiki;

(3) rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang
diperiksa; dan

(4) rekomendasi terhadap suatu instansi yang
diperiksa yajlg saat ini instansi tersebut suda_h
tidak ada lagi.

g) rekomendasi yarrg tidak sejalan dengal ketentuan
yang mengatur kegiatan yang bersargkutan;

h) rekomendasi yang berada di luar kewenargan
pimpinan instansi yang diperiksa untuk
melaJ<salakannya; dan/atau

i) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengarr
rekarlan yalg sudah bubar atau alamatnya sudah
tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah
(rekomendasi harus ditujukal kepada
KPA/ PPK/ Penanggung jawab kegiatan).

7) Ekspose / Pemaparan Hasil Pengawasan
Dalam rangka perumusan rekomendasi guna

penyempurnaaJ] laporan hasil pelaksalaan pemeriksaan
sehingga kualitasnya sesuai denga-n standar pemeriksaan
dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka
dilakukan pemaparan hasil pengawasan, dengan
tahapan:
a. Tahap 1 . ekspose pokok-pokok hasil pemeriksaan

(P2HP) dilaksanalan paling lambat 3
(tiga) hari kerja setela_h berakhimya
pemeriksaarr yang dipimpin oleh
Inspektur bersama Inspektur pembantu
Wilayah atau Tim pemeriksa terkait;
dan

b Tahap 11 ; apabila diperlukan melibatkan satuan
. keda terkair.
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Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:
1) Batas waktu penyelesaial LHP disesuaikar dengan

ketentuan peraturan yang berlaku:
2) LHP ditandatangali oleh lnspektur dar tiap lembarnya

diparaf oleh Tim Pemeriksa mulai dari Pengendali Mutu
sampai dengan Ketua Tim;

3) LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL)
ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tana
Toraja;

4) SPL maksimal 2 (dua) halaman dengan substalsi yang
berisi:
a) judul pemeriksaan;
b) waktu pemeriksaan;
c) judul temuan;
d) rekomendasi secara umum yang harus

dilakukan oleh kepata perangkat daerah/kepala
daerah;

e) penyusunan da.rl penulisan klasifikasi kode temuan
dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
Inspektorat Daera_h Kabupaten Tana Toraja mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangal; dan

f) LHP wajib diinput oleh Sub Bagian Analisis dan
Evaluasi ke delaE Aplikasi e-TLHP paling lambat 2
(dua) minggu setelal LHP diserahkan ke Sub Bagian
Analisis dan Evaluasi.

2. Reviu
Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Tana Toraja meliputi: Reviu Laporan Keuangan (LK),
Reviu RKPD dan P-RKPD, Rcviu RApBD DAN RApBD-p, Reviu
Laporal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LppD) dal
Reviu Laporan PDT'T, Reviu HpS, Reviu DAK, Reviu Hibah
Bansos, Reviu Pelayanan publik dan Reviu Manajemen ASN.
Pedomar reviu ini bersifat umum, sedalgkan pedoman
pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada
ketentuan ya-I]g berlaku, dengan ta.\apan:
a. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, pemeriksa harus
menJrusun perencanaan reviu. penJrusunan perencanaan
reviu mulai sejak penetapa-n sasaran reviu sampai dengan
penugasan reviu.
1) Pene'rapan Sasa,-an Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisas.i.
2) Penetapan Personil dal Susunan fim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai
dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek

c



reviu dengal memperhatikan kompetensi darr pengalamar
Audiror/PPUPD. Susunan fim Reviu secara kolektif
mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari:
a) Susunan Tim I

(1) Penanggung Jawab
(2) Wa-kil Penanggung Jawab
(3) Pengendali Teknis
(4) Ketua Tim
(5) Anggota Tim

b) Susunan Tim II
(1) Penanggung jawab
(2) Pengendali Mutu
(3) Pengendali Teknis
(4) Ketua Tim
(5) Anggota Tirn

Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD atau Calon

Auditor/ PPUPD bersertifrkat.
3) Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan dan pelaksanaan

dengan rincian yaitu:
1. Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluart
(koordinasi) dan reviu/penyr:sunan program kerja reviu'

2. Pelaksalaan
waktu pela-ksanaan reviu disesuaikan dengarr

kompleksitas penugasan.
4) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Pengendali Teknis yang

dihadiri oleh Inspektur/Wakil Penarggung
Jawab/Pengendali Mutu sebelum pelaksanaan

pemeriksaan.
5) Penlrusunarr Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksalaan reviu harus didukung dengan PKR,

yang disusun oleh Ketua Tim dal direviu secara be{enjang
oleh Dalnis dal/atau Daltu, sekuiarg-kurargnya memuat
tqjuan, sasaran, ruang lingkup, metodologr, alokasi sumber

daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah ke{a
reviu.

6) Pelaksanaan Reviu
Pelalsanaan reviu pada dasarnya merupakan
operasionalisasi dari langkah{angkah kerja dalam PKR,

meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan darl
anaLisa data/ dokumen sesuai teknik reviu, Penl,'usunan
catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penl'usunan laporan hasil
reviu.
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3. Evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil

atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau
no[na yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan. Eva.luasi yang dilakukan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja meliputi evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kineda Intern Pemerintah (SAKIP),

Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), Evaluasi Pelaksaaaan Reformasi Birokrasi (RB) dan
evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan orgarisasi. Pedoman
evaluasi ini bersifat umum, sedangkal pedoman pelaksa-naan
untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan
yang berlaku, dengan tahapan:

a. Perencanaal Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi dimulai derlgan menentukarr

sasaran. Sasaran mencakup antala lain evaluasi terhadap
kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan
pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kineda Instansi
Pemerintah, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Sistem
PengendaJian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

b. Pembekalan teknis
Pembekalan teknis dilakukan oleh Pengendali Teknis

yang dihadiri oleh Inspektur/V/akil Penanggung
Jawab/Pengendaii lviuir: sebeium pelatsanaan pemeriksaan.

c. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan eva.luasi harus didukung dengan
PKE, yang disusun oleh Ketua Tim dal direviu secara.
beqenjang oleh Dalnis dan/atau Da-ltu, sekura"ng-kurangnya
memuat tqjuarr, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi
sumber daya, kegiatan strategis yalg dievaluasi dan langkah-
langkah kerja evaluasi.

d. Pelaksanaan Evaluasi
Pelaksa-naan evaluasi pada dasarnya merupakan

operasiona-lisasi dari langkahJalgkah kerja dalam PKE,
meliputi peng-rmpular data evaluasi, pengola_han dan
analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan
pen1rusunan rencana aksi hasil evaluasi.

e. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi
Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinir oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan
rnengundang perangkat daerah terkajt.
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4. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu

prograrn atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Pemantauar yarg diatur dalam pedoman ini adalah
pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan
tindak lanjut hasil pengawasan intemal dan eksternal. Pedoman
pemantauan ini bersifat umurn, sedalgkan pedoman
pelaksaraar untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu
pada ketentuar yang berlaku.

a. Pemantauan Terhadap Kegiatan Talun Berjalan
1) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan menca-kup capaiar kegiatan
prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan

baralg/jasa, dan pemantaua! kegiatan lain sesuai
kebutuhan organisasi.

2) Rencala Kerja Pemantauar (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung
dengan RKP, yang disusun oleh Ketua Tim daI direviu
oleh Kepala Sub Bagian Analisis dal Evaluasi, sekurang-
kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup,
metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang

dipantau dan langkahJangkah keda Pemantauan.
3) Pelaksanaan Pemantaua!

Pelaksanaan pemartauan pada dasarnya
merupakan operasionalisasi dari langka}rlangkah kerja
datam RKP, meliputi pengumPulan data pemantauar,
pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik
pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil
pemantauan yang dilaksana-kan oleh Sub Bagian Analisis
dan Evaluasi.

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasi] Pengawasan

Pelalsanaan pemantauan tindak larjut hasil
pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja

terbagi menjadi:
1) Pela-|sanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekste''nal

yang dilakukar oleh BPK RI dan BPKP; da!
2) Pelat(sanaan tindak laljut hasil pemeriksaan

intemal yang dilakukan oleh lnspektorat Daerah
Kabupaten TaJra Toraja.

Mekanisme pelaksanaar tindak lanjut hasil pemeriksaan

intemal dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri'

5. Kegiatan Pengawasal Lainnya
Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak

memberikan penjaminal kualitas meliputi sosia.lisasi, asistensi,

dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan

peningkatan kualitas hasil pengawasan melaT.ui peer reubw
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(telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya,
sebagai berikut:

a. Perencanaan
Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan
kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di
bidang pengawasan, adalalu
1) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat

strategis, mengandung risiko/kerawalarr tinggi dan
berdampak larrgsung terhadap masyaiakat;

2) Penyiapan pedoman kerja atau parduan pelaksanaan;
3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok

bahasan;
4) Penetapan personil sesuai kebutuhan;
5) Penetapan wal<tu pelaksanaal/jumlal hari kegiatan;

dan
6) Biaya pelaksanaan kegiatar.

b. Pelaksanaan
1) Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah perangkat
daerah/stokeLrolder dalam lingkup Pemerintahan
Kabupaten Tana Toraja,

2) Asistensi
Sasaran asistensi adalah perangkat daerah dan
stakeLolder di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tana

3) Bimbingan Teknis Pengawasan
Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam
pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasal bagi
APIP daerah Kabupaten Tana Torqja. Personil yarlg
melaksanakan bimbingan teknis bagi APIP daerah
adalah lnspektur dan PFA/PPUPD yang berkompeten di
bidangnya.

4) Konsultansi Bidang Pengawasan
Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi
(ad.Di.sory seruice/ problem soluirq) yatg diberikan oleh
Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
ke pada mitra dalam rangka me mberi altematif
penyelesaian masalah yang seda.ng dihadapi.
Susunan Tim daiam melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam point 1), 2), 3), dan a)
secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai dengan
sasaran kegiatan pengawasar lainnya yang terdiri dari :

(1) Perranggung Jawab
(2) Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu
(3) Pengendali Teknis
(4) Ketua Tim
(5) Anggota Tim



5) Peer Review (l€laah Sejawat)
Telaah sejawat adalah kegiatan yarlg dilaksanakan unit
pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkaa
keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

telai dilaksanakan oleh PFA/PPUPD yang berkompeten
dan dilenBkapi dengan pedoman kerja yang memadai,
Pelaksanaan telaah sejawat intemal di lingkungan
lnspektorat Daerah Kabupaten Tana Tofaja dilakukan
minimal 2 (dua) tahun sekali darl telaah sejawat tidak
dilakukan secara resiprokal (saling menelaah).

5. Teknis dan Ketentuan Da.lam Pengawasan
Teknis pengawasal adalah metode, cara spesifik, atau prosedur

terperinci yalg digunakan oleh auditor APIP untuk mengumpulkan
bukti, memeriksa dokumen, dan menguji kebenaran data lapangan saat
menjalankan fungsi pengawasar atau ilstrumen atau alat keda konkret
yang dipakai auditor di lapangan.
Teknis pengawasan dapat berupa:

a. Cek Fisik (Physical Examination)
Teknis memeriksa secara langsung keberadaan, jumlah,

fisik, dan kualitas dad suatu aset atau hasil pekerjaan'
b. Konfi rmasi (Confirmation)

Teknis memperoleh penegasan tertulis da.ri pihak ketiga
yang independen mengenai kebenaran suatu data atau transalsi.

c. Pemeriksaan Do7<xner, (Vouching & Tracing)
Vouching: Memeriksa laporan atau angka di buku kas, lalu

mencocokkannya ke belal<arg dengan bukti kuitansi aslinya.
7|acingr Sebaliknya, memeriksa dari kuitansi asli lalu

melacalnya ke depan apakah sudah dicatat dengan benar di
laporan keuangan.

d. Pelaksanaan Ula]],g (Reperformance)
Teknis di mana auditor melakukan hitung ulang atau

menguji kembali prosedur ya,-:g sebelumnya sudai dilakukan oleh
instansi untuk melihat apakah hasilnya sama,

e. Wawancara / "tarlya Jawab (InE)iry)
Telolis meminta keterangan baik secara lisan maupun

tertulis kepada pejabat, pegawai, atau masyarakat terkait proses
yang sedang diawasi.

I P:,osedur Analit:s (Analgtical Procedures)
Teknis membandingka! data keuangan atau operasional

tahun ini dengan tahun lalu, atau membandingkannya dengan
standar anggaran yang rasional.

Ketentuan dalam pengawasan APIP ada1ah payrng hukum, kode
etik, dan standar mutu y'ang mengatur batasan operasional auditor
internal pemerintah, sedangkan teknis pengawasan adalah instrumen
kerja spesifik yang dipakai oleh auditor saat melakukan pengujian data
di laparrgan.

' !::-, -



Ketentl,Lan Umum Pengauasan APIP
S€tiap auditor intemal instansi pemerintah terikat oleh aturan mutlak
sebelum, selama, dan setelah turun melakukan pemeriksaan lapangal:

. Penerapan Kode Etik: Wajib memegalg teguh prinsip Integritas,
Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi. Auditor dilarang
mengawasi unit ke{a yang memicu benturaa kepentingan pribadi
(conflict of interest).

. Perenca-naan Berbasis Risiko: Mengacu pada Peraturan BPKP
Nomor 6 Tahun 2025, penentuan objek yalg diperiksa (auditi)
tidak boleh acak, melainkan harus mendahulukan program atau
unit ketja yang memiliki prolil risiko kegagalan/korupsi tertinggi.

o kgalitas Dokumen (Surat Tugas): Pengawasan dinyatal<an tidal<
sah jika auditor tidak mengantongi Surat Tugas resmi yarrg
diterbitkan dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga APIP
(misa-lnya lnspektur Utalna atau Inspektur Daerah).

. Kewajiban Tindak Lanjut: Hasil temuan pengawasan APIP bersifat
mengikat. Unit keia yang diperiksa (auditi) wajib menindaklanjuti
seluruh rekomendasi perbaikan dalam batas waktu yang telah
ditentukan oleh peraturan perundalg-undalgan.

Ketentuan Kh sus PerLgawasan APIP
1. Dalam penerbitan surat tugas pemeriksaan aga.r

menginformasikal jumlah hari persiapan dan jumlah hari
pelaporal.

2. Jumlah maksimal hari pelaksanaan pengawasan intern
diluar persiapan dan pelaporan, sebagai berikut;
a) Dilaksanakan pemeriksaan maksimal 25 (dua puluh lima)

sampai 45 (empat puluh lima) hari untuk objek pemeriksaar
yarrg memiliki profil risiko sangat tinggi sampai tinggi;

b) Dilaksanakar pemeriksaan malsimal 15 (lima belas) sampai
25 (empat puluh lima) untuk objek pemeriksaan yang
memiliki profil risiko sedang sampai rendah;

c) Dilaksanakan maksimal 5 (lima) sampai 35 (tiga puluh lima
hari) kerja untuk kegiatan evaluasi, reviu dan pendampingan
tergantung objek kondisi yang ada pada perangkat daerah
atau objek pemeriksaan.

3. Pemeriksaan khusus, waktu pela_ksanaan pengawasan dapat
melebihi ketentual sebagaimana huruf a, b, c, dan d di atas
setelah mendapat persetqjuan Inspektur Daerah Kabupaten
Tana Toraja.

4. Usulal pengajuan pemeriksaan kinerja harus me nginformasikan
status tindal< Ianjut hasil pengawasan objek pemeriksaal,

,
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Kedua elemen ini mengacu pada kerangka k€rja terbaru, termasuk
Peraturar BPKP Nomor 6 Talun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas
APIP, yang mewajibkan pengawasan bertralsformasi dari sekadar
pemeriksaan administratif menjadi pengawasan berbasis risiko yang
mampu mendeteksi kecurangan secara dini.
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Program Kerja Pemeriksaarr (PKP), justilikasi apabila terdapat
perubahan lokus pemeriksaan antara PKPT dan Pelaksanaan;

5. Usulan perpanjangal hari pengawasal disampaikan tertulis
kepada Inspektur Daerah Kabupaten Tarra Tora-ja dengan
melampirkan justihkasi perpaljalgan pelaksanaan pengawasan

6. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada
Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan melampirkan
justihkasi pembatalan pelaksanaal pengawasan intern;

7. Pelaksanaan pemeriksaal dengan tujuan tertentu yang bersifat
tematik, strategis dan direktif dilakukan oleh Inspelfur
Pembantu Wilayah l, Il, dan III. Sedangkan pemeriksaan dengan
tu-juan tertentu yang berindikasi fraud (kec'urar,gar,) dilakukan
secara penuh oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahal dan
Investigasi;

8. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan di dokumentasikan
terpusat di Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangar
Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

9. Pada saat penugasarlr terdapat personil Pejabat Fungsional
Au,jitor/FPUPD yang bertugas di kantor. Jabatan Fungsional
Auditor/PPUPD tersebut dianggap mampu dan kompeten
melakukan kegiatalt cLssurance, con sultant, d,an catq.lAst,

6. Perhitungan Sumber Daya Pengawasan
Perhitungan sumber daya pengawasan APIP dilakukan melalui

metode Analisis Beban Kerja (ABK). Tujuannya adalah menghitung
kesesuaian antara jumlah objek yang harus diawasi dengan ketersediaan
jumlah auditor (hari pengawasan).

Prosedur ini mengacu pada standar Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) serta Kemenpan-RB, dengar tahapan
perhitungan terstruktur sebagai berikut:

a. Menentukan Komponen Utama Perhitungan yaitu:
1) Objek Pengawasal (Auditi): Jumlah dinas, badar, kecamatan,

atau program sekolah/desa yang wajib diperiksa dalam 1

tahun.
2) Hari Pengawasan: Jumlah hari kerja riil seorang auditor dalam

1 tahun untuk melakukan pengawasan di lapangan.
3) Standar Hari Penugasan (HP): Alokasi waktu normal untuk

menyelesaikan satu penugasan pengawasan yang didasarkan
pada Jenis Pengawasan ya-ng dilaksanalan.

b. Langkah Perhitungan
1) Menghitung Total Beban Kerja Organisasi (BKO)
2) Menyesuaikan dengan T\rgas Non-pengawasal (Faktor pengali)

Beban kerja auditor tidak hanya di lapangan, tetapi juga
mencakup pembuatan laporan, pelatihan, dan administrasi
profesi. Stardar kedinasan biasanya menambahkal cadangan
waktu sekitar 30% (Faktor penga-li 1,3) untuk kegiatan n;n_
pengawasan ini.

3) Membagi Komposisi Tim pengawasan (Formasi)
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Setelah mengetalui jurnlah total auditor yang
dibutuhkari, APIP membagi personel tersebut ke dalam forrdasi
tim standar yang terdiri dari:
. Penanggung Jawab / Pengendali Mutu (Daltu): Mengarahkan

strategi malro audit.
. Pengenda.li Teknis (Dalnis): Mengawasi aspek teknis

pelaksanaar audit.
. Ketua Tim (KT): Memimpin operasional pemeriksaan di

lapangan.
. Anggota Tim (AT): Melakukan eksekusi prosedur audit.

C. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:
1. Jadwal pelaksanaan pengawasan Inspektorat Pembantu Wilayah I

s.d. Inspektorat Pemba]rtu Wilayan lll serta Inspektorat Pemba-ntu
Bidang Pencegahan dan Investigasi.
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Tabel I.7.
Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Jilf,.
HanIIim

PoY.k l HP

PJ IYPJ/PM PI Kt aT Jml

dan TtqkalRislko KebcrFn
No Alea Per{a.asan

BKPSDM

a. Iuiuan : Untuk Mmperol€h
keyaknan meoladai, peigeblaan

keuangan lelah sesuai kelentuan.

Petur'gguigj ab.nKeuangan

BAOAN

DAN

PENGEMBANGAN
SUMBER OAYA

MANUS]A

IRBAN I Ndember Nmmber 25 1 1 1118 1 Lap

A]X,

a. Iujoan : Untuk fi4empemleh

keyatunan rEnEdai, pengerolaan

keuangan telah ssuai ketrntuan

P€'lEnsgunliawaban K€uan!an

D NAS

LEMBqNG

1148lR&qN I Nov€firber November 25 1

a. Tuiuan : Untuk l,lqalpemlei
keyakinan rEmadai, pengebhan

keuangan tslah s*uai kelentuan

Pe,,langgungjai/ab€n rc0arlan

]RBAN lLll Nov€rnber Novanber 1118 Saogat Tinggl
25

((

Tinggi

I

l
1

Ting9i2 Ardil Keuangan oP[t Aud(

3
RSUD
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Ji[. Pror*.lHP

PJ wP.ripu pr fi AT ft{ da. Tr{kat8blo X.tl8rya.

4

a. lui@ : M€.ihl l6b6nEihn

prlglarl}prlgEm sas.,?n !tratEi! di

b ail dan mfib€dkan Ekm€ndasi
porbaildn ddam rdngh p€nliEkabn

tek a 3E $rh t babn peb perdrr]"n

b. S.sa'41 : PrlEztr P$)ds.gga@
Jahn Tahh 2025

IRBAN I 1118 S.rEalThggi1 Lap25

5

3. Tujuan I til€n lai kebdhallan
P€hNsana.n sDg.cft ,mliam eeran
3lrdl€glr di P€angkal Daomh ledair
&n mmbeiian mkonsrlasi
petaikan &lam.anlk Fnlrukalan
tala kalob 3E s.ri, kotaah,l pada

Polltu€n peru'ddE{,'da4anb.
Sas.@ : Pmgrdm Pdqdt lan
lc.elEEt Helr:d Dan l(E€ttaEr

111E Tinggl14
ATl<,

IRBAN ll November Novomber 25

6

3. Tujuan i tlnial k6bdlEsiian

plogmnrmgEm 36al?n st!EB di

bft alt de memb.dkan GrqtEndast
p€biiikan dalam rarul€ p.ilngkabn

*€Ua 3E s..1, Lbabn pda pqatJ?n

h Serln : P.!t'an fwa?i

BPKPD tRBAfl I[ tei 25 11 1148 1bp

( (

(1)
(r 1) . !12t

(2) (3) t4) (5) (6) (7) (8) (9) {13)

S.ngat]hggi

I



,18

JIIL. PDY.Td HP

PJ wPJ/Pir PI Kt AT Jrll,lo 4ft6 Po.'ra$san
dan TiEk6l REito KebrdlEan

a Iuis' i onbk ng|p6rddr
ksyakinan nEnEdai, peht$Gan
bslanF d.n P8J Elsh 3€3uiNSP(
(r\ktlna, Sbdsr, PEGedr, dan

b. sasamn : B€bnF dan P&l

25 11 1118 SangatThgEioinas Pendidikan IRBAN I

a. Tutl :untukrsiferlleh
k6rakinan m€rmlar, P€hlcane
h6hnl, dan PB., tolah s€lwi NSPX

(r,lomla, Sb.t r. PrcGedl,, da'
Krildh).
b. Sss6En : EolanF dan PBJ

DinaKesehahn RaAN ll N6snb$ Nmmbs A 1118 1 lap InqgiI

s. Tulan : unnn n'€.npeold'
keyaNlnan m6nE(hi, Pebklaman
bohnia dan PsJ hhh s6ul NsP(
(No@, Stmdtr, ftedrr, dan

Kdbda).

b sasaran Bohnla d.n PaJ

S.k€b.ratD6sih l8&cl lfll ir6l SaigatTnggi

BO(T 425

s TuFn uibrk nt€f,P6'd.i
rsyrkhd nFmd! Pd!€lden &n.
pod. PKM blah *d r.Em!n.b.
S8.lln : oana BOK

45 11 1 1 21 34 114 S{EatIrEgi

! IuiH :utrknsnporck{'
brdaE ngt@i Pe!!gu@l da..
BOS tdd 36uai ke&.tnn
b. Sassran : Dana BOS

Raiboi, SoN 16

Saluputj, S[,lP 1

Lapbp,

t1
BO5

SON 2

25r111436 Saigal Ihggi

((

(12) (13)(9)(6) (7) (8)(5)14)(3)(2)() (10) (11)

25 1111{8114

10
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dal TE GtRisto X.E qan
JilL.

PJ IYPJ/PU Pt KT AT Jd

a Iuid . Untjk [4.{$edd'
mvauan ntrooa, Per8euaan
koilarEan l€mban{ ldah 36ul

PelbnggulElaraban Keilalan

kban ll,
SrEal lttgoi '

Tinggl30 1 3 8 E x2 52 I Lrp

12

dan prcduklivil6 P€tt'dinhh

lGbuDat6n Tan. ToEl5 dalam

nrAt ur"n ra'g"Uaan Cs'd"Paen

Asl D.emh unirk Mlngkaicn hla
l€lola yano b.i[ a€ft nBpo*uat
struktrr tdalEar ddsn s€tqai saLh

stu tolol uklilndik hl cemh
kenErdilan d*ch &lan mqit&rat

b Sesa6 lrE &o.i(al' htx Bi
bntaru P6mantaatsn t6looh0l

rrdr6l (rl) ds. b6b dab unttk
p€.Eeloban PAD pada PdtEmbn

BP(PO &n 1118 114
Nil@bol r'16{smtof 25

ATl(

l3

. Tufuan : lr€dtolik!. keFtln n Yang

IEr..dsl bdir! ,.t!#g1 it h

bbh
ddsaiak *u,lsEtuat'yt{

t $r.En : dolorEt Ps{airan m.h.
psiyatuEn hDsh dan &hrgl h ail

S6dsnb€. Sepal1b€r ?u 1 1 1 1 I I I LtP

14

((
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Jltt. P.oy.*ilHP

PJ WPJ/PM PI Kr AT Jnl
dan Tingkat R6iko Kele6nqanNo AEa Pedgawasn

15

a. Iujuan : Meyakini peraksaan
keghlan Banes Elah sesuai lotentian
yang be.hku leiiu trEd,ed saran

Dedaikn b Sasa.an : Pehhanaan

a Tuiuan: Meyalini pekk$naan
legialan Eanldan XMngan tehh
s€$ai kehntuan yang beriakr seft

b. Saemn: Pehksanaan Kegialrn

17

a. Iuiuan : ivembeikan keyaklnan
mmadai bahwa penedmaan

honoEdum lelah didukung dea

b Sasaran: Penedn'aan honoGdlm
bedsiko linggi

Seplember SepEmbs 20 11 1 tp1146
i,

a. Iujuan : M€mb&lkan keyakjmn
mema@i bahwa p€nodman pdl,hnan
diMs lelah diduhrng dengan doluma)

b. SEsaEn : Pssimaan pedahmn
Itan

A.IX,

19

a.Iujuan r Membeikan keyaklnan
me,rudai bahya p.laksanaan

Penqadan 8amru Gn Jasa mphlui
Pengadaan Langsury lelah s6Gi

b. Sasaran r PBJ dengan m€lode

((

(1) t2) (3) : 
14) (5) (6) t7) (8) (9) (10) (11) 112)

S€pt6r0ber September A 1 I 1 1 4 8 1 Llp

16 Seplember Sepiemb.r 2a 1 I 1 1 1 I 1 La,

18 Seplember Seplember 2A 1 1 1 1 4 8 1 tap

September seplembff 2A 1 1 1 1 4 8 lt,p



JI{L PoyekslHP

PJ WPJPM PT KT AT JMl
d.n TtEkal Rbiko Kole6ngan

20

21

a. Tujuan : membedkan keFkinan

bahM Sislem Pemerinlahan Eeioasis

Elektuik Ehh dllak53nak6n sesuai
perdtucn dao Encana Pemdnlah

b. SasaBn : Aspek inirast_uklur, aspek

ksman dan aspek aplikasiSPBE

Juli

a. Tulan : untuh membenlan Fndapal
dan samn pet€l|an ahs U.ses
pensadaan bardnMasa yang

dihksanak n beda.a*an rcbiry

b. Sasamn : Paket Slniegrs

23

a. Tulan : Lle-'nbedkan teyaiinan

ledadap peblcanaan sutu k4aiahn
lerlenur dan oEmb€ikan El@ren&s|

b. Sasardn : PembuKian sualu

/ ldenlfik*i k€lemarun sasuai ciEtk

Ald Des€mb.r 30 4 I 1 1 16 32 4 LaP

((
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No A@ Penga*asan

a. Iujuai r l snbodkan keyaldna.
Madai bahf,a pehksanaan

Pengadaan &6ng dan Jasa nphlui e
Purdasing blah sMi kelentran. b

Sasaran : PgJ dslaD metode e
Serldiber s€plembs 20 1111481LaP

25 11111611aP

15 5 5 5 5 20 1{ 5te

l



-52-

JMT,
P@)€k.i[P

PJ WPJ/PM PT Kr AT Jml

24
Menghitung nllai ken4ian kdangan
oegaE untuk mm4uhi ,eminlaan Apdr D€sember 25 2 2 2 2 I 16 2 Lap

25 ,ianalbnredpimpnan/a aiatpeldtulan Apdl Desember 25 5 5 20 10 5LaP5 5

26
ArEgaran 2025

a. Tujuan I Untuk membeikan
keyakinan ledahs r€n!€nai kewajaran

dan kes€sEian lapordn keuangan
dengan atEn yang b€tukr.
b. Saerdn : tapdan K€uaryai
Pemednhh Kabopal€n Tana To.aij
Tahun Angg@ 2025 frshap

AiggaE, m25

a Tuju.n : untrk membedkan
keyakinan bftalas rEngemi kenja€n
dd kese6'ralai lap@n keua.gan
d$gan atuan yarE bslaiu.
b. Sasaran : Lepoian Ksraryan
Pemednlah K.bupaten Iana ToElt
'rahun Llggaran 2025 (Pelaksanaan

115E

J
((

dan Tl.Ekat Risiko Kebraroan

(1) (3) (4) (s) (6) \7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Februad Mact 22 1 1158

I Lap

27 [,bEt MalEt 25 1



No Arca Pengarasan

PoylkilHP

PJ WPJ/PM PI Kr AT iml
d TiflkatRblko KeEEngan

28 Reviu LPPo 2025

a. Iuiran : Meflbsrkan keFkinan
mengena aturasi, keandahn, dan

keabehan inlonnasl kinsia dalam
lapoEn penyelengga€an pemednbhan

b SdEn: Laporan Psysh.Oq8man
P€mednbh Oaerdh tqbupalen laa
IoEja Tahun m25

35 1 1148

29

30 Rryiu RKPD 2027

Tuiuan ltlerto{ikan kerakinln tet€hs
meigenal kesesualan,umusa.

anhr bab dahm dokum€n ranc6Qar
slhir
RXPDTIZI

RKPD

15 1

15 1

1 Lap1158

((
-53-

tltan Jadel JiiL.
Pengampu -- RMp RpL Hainim

(3)
(9)\7) (8)(6)(1) t2) (3) (4) (5)

(10) (11) 112)

Tuiuanr M€mb€rikan keyakiEn ledahs
mengeEi kese$aian rumusan

anhr ba! dalan dokunen rancangan

aknt
Peruhhan Rl€D 2026

11581lap



(
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J[IL. Poyoksl flP

PJ \ryPJ/PM PT KT AT Jml
dan ltlkal Ris ko KeteanganNo A,ea Pslg8asn

31

a. Iutuan : ma?Estjkan balDa
peEncanaan kebutuhai BMo tehh
dbusun secaE Iepat, efisien, elektl,
s€suai slafthr keb0uhan, seda *laEs
dengan ketentkn pelalum,l
prundang-undangan. b. SasEn
dokumen percncaman kehrhrhan BMD

RrctD dengan
risiko tnggi

Agustus Seplember 15 2

32

Tuiuan: rembsikan k6)€ldnan
ledatrs bah*a rancargan APBD relah

1) pmses dan Fd*"| penwsuaan

d69an ket€ntran pelEtud
2026

b. Sasamn: RAPBD Perubahan 2026

(

(1) 12) (3) (4) (5) (6) t7) (9) (0) (11) 11z',) (13)

2 2 10 16 2tzP

S€pt$$er Septembs 15 1 1158l1ap

I



JIIL P.oFk lHP

PJ WPJ/PM Pt KI AT Jrll
TingkatRisiko K€EEngan

33 Reviu RAPBD 2027

Tujuar: membedkan heyaHnan

tebalas bahm ,ancangan APBD lehh

1) pos dan r"dMl penlasman

dengan ket61tEn penluan

3) k*ajalan abbsi anggaEn: dan

4) kelenuran pe€tul?n perundang-

RAPBD 2027
115815 1 1 Lap

Slaffhr

34 Reviu SHS dan AsB

((
-55-

I

I

!

(1) t2j (3) t4) (s) (6) (7) (8) (s) (10) (1) 112) (13)

Juni Agustus 15 2 2 2 l0 16 2 taP



-56-

Jf,. PtlrrnLl lf
PJ IlPJrPfi PI Kt AT Jtri

dfi Ialt tRisro K.brt{.n

35

arygamn{ub,'!)

.. Iuiuan : manboikan koyakinan

btabs b5tra Edanh )"ng
nELmpali hhu aiggaran dapal

dadabu ljdak d@l dip€rtrnbangtan

&bm peraturan Kepah oaeEh lenlang

b. Sasaian I Usulan Edanla yanq

mlampaul tahm angga6n Glans)

36 Rsvlu HPS

a. Iuira. r nEnB$ran b6he. niai
HPS sudah s€suai deiga. 3pesmlasl

bkn's, ruang lingkup poksdaan, dan

koeallMn Pry€Fl€n b. sasardn :

Kshnglapar dan keehEsan HPS

dengan ookrnEn Pendukurc HPS,

x€.€hEsai dan kes€slahn
pehitungan HPS dengan DEo

510 10 10 '10 70 10 Lap

lt

1. mdrtanb pemdnbh d66Eh dalam

n'.nyElikEn bp6ig1 !€car. lemr
$su8l tetntuan yaE tshrll
2. rE e*a' l.lddlal Btob.
nsEqEl l(6r{ahn d& tBb6dsr
lapol,Il €6bsl pglr{rryn tbl9 dan

cap6hnoubult6glaEnD K$stEi
ds{.n rsbntuan Fng bsdaku.

155 5 5 O 35 5LT

((

() (3) (4) (s) (6) \7) (8) (9) (10) (11) t12) (3)

il'l!( ocd$.. 2 3 3 3 3 12 2a 3 Up

I

L
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JM!.
uidltlm

POYdGIHP

PJ WPJiPM PI l(I AT J,nl

dan Ti,lkal Rbiko KeteEii96nNo AE3 Pengawasn

38

a. Tuiuan : 1. Membantu penorinhh

daeEh dahm n'enyajikan hpo€n
sME bemr s6uai kelertran )€ng
bedahlr 2. Memberik n terakinan
lerbabs mengenai kean&lan dan
keabsahar bpoun rcalilasi
pen)€€pan daa dan cztabn outrul
kegiabn oAU s$ualdengan kelstuan
yang berhkl b, &samn rR€alissi
DAU

J.nuai Dadbe n 3

39

a. Tufuan : Mendapatcn kerEkinan
le.bahs led€dap pehkanaEi suat!
keghbn le.bntu Gn nEmb€dhn

'*Dnendasi 
untuk per,baihn

b. Sasamn : Aspek TE6p3Emi, Aspek
Rsglla$ d Keujakan, &pek

111715

(ASN)
SKPSDM

I

I

I

I
41 runaiemetvpiryimn/anEnat peldtuldn 5 5 20 35 5 Lap

(

3 3 12 21 3 Lap

Agustus Ag6tus 15 1 l1411lap

Apd D€ss&er 25 5

I

l'
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JML PloYEtsIHP

PJ WPJPM PI Kr AT Jml
dan TmkatRisiko Keb€lEan

2025

a. Tuliuan I untul me.nperclet
keyahnan 'dabs pada peny+n
saldo kas, berdahaia ps'Aeluaa
Pecngkal oeEh dan rEmbedkan
kqtkjnaD bdalas n'er€enai
kesuai,n dalr slok opname dsEan

b. Saeran r R€gisler tutup kas akht
tahun dan hsil sto.t.plgft alas

BPKPO,
lrban lll,

43

2026

a. Tujuan : untuk mmpeDleh
keFkinan 'tstaias pada p€nFjian
s.ldok J b€ndahar" pengeluaEr
PeEngkat Oaemh dan n'embedkan
keyakjnan letolas mengenal
kesesuahn dab shk opname dengan

b. Sasardn : R€gbter tutup kas akhk
hhun dan hasil si!d( opMre atas

IA2u25 SD &n SIVP

((

(r) t2) (3) I (4) (5) (6) (7) (8) (e) (10) (11) 112) (13)

42 Januad Januari 20 1 5 7 7 44 64 7 LaP

lft€n l,
l6.n ll,

PeErgratDae€h ltan lI, o€3€mb6l D€s€mbq m 1 5 11 11 33 61 11 LaP

Llnbs
llban

l6an ll,
ltunlll, Januarl F€bMd 20 1 5 11 11 46 14 11 Lap
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Poy.t3lHP

PJ WPJ]PM PT KT AT JNN

dan Ti.Ekal Risiko KeEEnganJML.

No A!.6 Ps{asa.an

a lulan. 1 r/bntalt .o.m!€ran
r6nExtrbn kaJa.rgan da!..h, eslsasi
padapabn dan penFlip8n $Egal?n
po.Ednhh dsEBlr dalam m€ndukus

osruEs erumi nashoal 2

Me.nbsion lanbaian b.ttlg lB.lis.s'

bshnja ulu3an.3. Menboik n

lsB&lln Pq€ss pongadaan ba6'B

d.. lssa ,.t#hbh d.6rah 4.

iL.Bihnfi Ei petlEr.hrBn dah6
psioeld4n !e5d6p.bn, tsnte€p8n
anggar.r, dan p€tEadsan baEn! dan

IEa dasrh dan rEmb€ rn sl?,a
sad pstelcn. b. gsaar:
P€n !cF.n ArggalEn dan Psngadaan

(R8)

MehFoleh lnhflrEsl P8ianlkat
Dserdi nlelEldentf kt$, rEr{amla3
ns€€ndattlr diko sdb nsirnlau

Itanll,

Jol 1s3 3 3 1? 21 3Le

AFil D€somber 25 1 4 1 1 16 A 4 LaP

An(

tnggi- tiBgi

Lanlul t|8sil Me,lEstkao bahM Ekooondasi
lnspekloct Daer,ah telah diljndaklan juli

LhbsrrdrEstks. bsi{a lDkdnstdi APIP

t i8yi (P'!viE!rP@ hhl'
ditind.hefij

Adil D€ssiber 15 4 1 4 I $ A lllq

49

(

(13)(12)(e)(8)\7t(6)(5)(4){3)t2)(1)
(10, (11)

A9usr,6 aqustus 10 1 4 4 4 16 29 4 LaP
,16

48

M Oaenbd b 2 2 2 2 0 16 2 1,9ildrEdo. hds llrfisxlasi 8PK
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PJ WP.J,FM PT Kr ar Jmr LaPoEn
No AlP-a Peng asan Ti.{katRisiko Keleraigan

50

a, Iujuan : unluk mililai kualihs
pe€ncanaan McaM ak, RB GerE6i
d& Iemalk TtEkl Kabupabn
b. Sa$En : Lap.ran lEalhasiRencam
Aksi dan pehksaman Relorusi
Bimkasi Gswl dan Temalik-IiBkal

10 111481lap

51
Biokrasi On$dru

a. Tujuan : untuk r€manhu @l'sasl
mma aksi RB Genaml dan Temalk
Tingkai rabupal€n b. Sasaran :

Lapo?n lPilbasl Rencana Aksl dan

D€hlsanaan Reforrosi aiokrasi
GeneEl dan lemalik Tingkat

52

a. Iujuan I mengukur tngkal
kEmah.gan drn kebefias lan

imda.€nlari peorbaruunan zona
lnlegilas rcnuju lvilayah Beb6s &d
&ruP6i (wrl0 dan Wihyah Birclmsl
Becih &n Mehyani (WBBM) secam
obFktl, sMemrlis, dan be ehnjubn

b. Sasardn rp€lr, nuhan komponen
p€ngmgtit dan komponen hasil

11118 1 Lap25 1

( (

JiIL.
Hadrim

oklober o&bb€l 15 11114E lLaP
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J[tL_
PrcyeksiHP

PJ WPJ/PM PT KT AT JM
dan Tingkat Risiko KeleEng€n

53

a luliuan : Membeiikan penjamiian

kualitas ahs hasil pen alai mandid
maturilrs psye enggaraan SPIP dan
membedkan saEn petaik n
b Sasa6n : Pehkunaan SPIP

1148
ATK,

54 Eval@iS,AKlP

a. Tulran : Mempemleh hturnasi

implenq1lrsi AKIPi Moni{al Tingkal
lmplefl 

'€.iasi 
AXIP; Memb&ikan saun

pedaihan untuf penir'gkalan

b. ssad rLapo€n Klneda lnsla(lsl
Pemodnrah (LKIP) PeEngkal oaeGh

202s dan dokurEn pndukung AKIP

llban lli

Pmgrdm Slralegb Nasional
Sasardn : lelenurunnF $gka

dan terrujudnya pengs'bsan
t5 1147 1l.p

P.@M Shah.h Nasiml
S;En : Te ;idn% *lohn 6kYsr

hroi kBlua{a mii*ln:

((

Juli Ag6tus n 13 331222 3 LaP

55

1117l1ap



(
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Poy.k.lHP

PJ IIPJ/PM PI KI AT Jml
dan Ti,EkalRjsko KsbiangaiNo A@ Pengasasan

5t
Pmg,am St-al€gb Na.lomlsasa€n
Hambalan imphfl€otasi pmgr.m 3 15 1 11a7 1 Lap

58

Po96m Sna&gis N6sional

Sas.En : lmdemenbsi pmgEm
lehhaM pangan di d.eEh

Otbbel Otlob€r 15 1117 1 Lap

59

P,lgEm StalEsh Nasioral
SasEn : lmphMlasi pruqM
irnimn kesehalan iasional di dae€h

15 1 1111 1 Lap

60 MataanBs!&jc€b Mol|br'o

Pmgrdn $aqb Na3irEl
Sasa,an : ll'plqEb.ri drhn'ga.
pcn€rhbn d*l8h &tsn rsldlhrE
lcteiraslar mt n bs!|,0rdts

tl+

61

Pqr&n Sffi05 lhi(,El
S5!a.an : lnd€maui p*rb{1oumn
(hr lBvitaEa.i p€.'did&r (l8!ar (I3n 15 I l1a1 114

Sasaran I lmphin€nhsi ,elabanaan
penlenhlbn hlhsl dl daerah.

dan Pemeinlah Seklbritl Januad Desembel 5
ATK

62 12 12 12 12 60 106 1? t4

0) 12) (3) (4) (5) (6) t7t (8) (9) (10) (11) 112) (13)

OlOt . Ol(bt€. ,5 1



(
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JiIL-
Ploy.kri HP

PJ WPJ/PM PT fi AT JMI

dan Tiigk lRisiko Kele6nq€n
No AE Pengarasan

63

Prcgm St^ahlb r{slrral
S.'aEn : lind€n'ctEi dnrQai
D.oei'bh d5€rd b.lEd.P
lopeai d@^.lu!han mEh

llban ll,
llbsn lll,
Lhlas

JU]i

15

15

1117

1 4 I 1 16 29 4L3P

a. Iutian : Untuk lvlfipelohh
k€yakinan ledatas pengdolaan ssot
lsnbang clah sssual kobntuan.

Pe'69guql a!.nKarangan

trr r.isrD vphphrtrrut( P€rltttln AFr Dsn!.. 25

Pomednlalr Daorc! SekEbdat Mel

5 5520 10 5 Lrp
A]X,

65

P€mbeian BimtiQan Teknb
Penompan i,larujen'an R6'ko

{ K€9
67

Psnbe*,n B mlingan Teknb

(

(13)(12)(e)(5) (6)(4)(1) (3)\2) c4 (8) (10) (1r)

64
Juli

1 K€g



ProyekriHP

P.I WPJPM PT fi AT Jfi]
No Aea Pengawasan

dan Imgkal Risiko KebEngan

68 Juli 1 KeS

69 Psingalan IIMORDIA Pembinaan Pedngaran H€i An! Korupsiseduiia Pemednlah Daerah SeklelErhl oesember D6mber

t0 l4enpsun RencaM Alsi dan

nonilodnq lindak hnin hasil SPI

t1 Melakukan join audit / pendamprnga n Pemedihh DaeEh 4 10 52 4 LaP

72 F€bruan Oesember 10 4 4 1 1 20 36 l LaP

Melakukan inn audit / peidampinga n Pefieiihh DaeEh 5 3 3 3 3 $ n 3 LtP

Sidang Maiers

Iuntub. C,anliRuSi

OPIGR)

Mdakukan bntlbn poter&hardan
dan TGR TGR

2tq71

i:
( (

JlrlL.

(r) \4)
(1) l12J(5) (10)(e)(6) \7) (8)(2) (3)

PsuMan MdakukansoslalbaslAntKoruosi

2|ep

Api! De6ember 15 2 2 22816 1Kq

Februad Des€mbs 25 4 4

- tleldkukan bln aLdh / pglGriltEan
, " v060rEs aDaE Dengffin rEm

pffiennEn

t3



(
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Ppyet3lHP

PJ WPJ/PM PI Kr AT Jml

dan TingkatRbiko Kebmngan

75 (IPKD)/

Menyeleeikan K€[4ian oaerah
dengan menpsun kDoobb E&dinya
kerugian. mengunpulkan bukli
p$dukur€ seda merEhilung jumhh

2 lap

76

a. Tujuan : Melapo*an peEelohan
aduan yang ,nasuk ke lmpotrDmi
b. Sasaran: Peruohhan aduan di

April Deseibs 5

lremberik r kebEngan ahli 2 KeS

78
Menr$un EEn{an keputr$n Bupati
lelcit PXPT dan perubahannya

Apil Des€fibs 15

Mekkukan penrlsnan lkhliw Hasil S€kEladat Apnl D*snbor 10 3 3 331?21 3 DOK
AIX,

fi/terumuslen Encansan lcblhhan
hknls E*ait lnfi'dstuktu PsEaffisan ln$eldnal Daomh 5

(

JiIL,
Hadrlim

(1) {2) 13) (4) {5) (6) (8) (e) 00) (11) \12) (13)

TI

19

00
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JML Proy.k.iHP

PJ WPJiPM PT KI AT iml
dan Tinlkat Risiko Kebmngan

81

Tahun 2026

Melakukan mnitoiinq da evaluasi alrs
6pahn kire& dan Bli$i Pn{Em
Ke4a Pengawasrn Tahun 2026 unluk
sehnjuhya dlrakukan perubahan muhi
peM€naan hingga penganggamn

102222816 2lq

lMetomuskan rdncaigan kebljakao

Lknis led€it Fasllitasi P6ngaw.san
10 5 5 5 5 20 40 5 DOK

63

Mehkukan Hanrnrlsasidan Fasililasl
Ran angan Kebijakan leknis yaig lelah
disGun ko Unil Kdja/lnsLnsi

Tim

xebijakan

Mei 5 KeS

a. Tujuan I l\4€lakukan moniloriru dan
daluasi upatE pencegahan kNpsi

P€ngarasan pada s€klc'r skrbgis aoff h6ih ehld,
Lainnya &n dan eisEq selards dsEan

bbijakan st-ab0b KPl(
b. Sa$ran : MCP KPK Rl

A]X,

05 Dlklal StuldrEl OiXLATPII\,| 5&n
StukluEl

66 Diklat Funlsbnal

((

(1) t2) (8) (9) {10) (11) 112) (13)(3) t4) (5) (6) \7')

82

84 Mei Desember 15 4 1 4 1 16 32 4 LaP
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Rincian Anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan

Tabel I.9.
Rincian Anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

Asistensi

Da-lam rangka pelaksanaan pembinaal dal pengawasan pada

lnspektorat baerah Kabupaten Tana Toraja' jumlah anggarart yang

ai.iot u"itu., pada Program Penyelenggaraan Pengawasan.. yaitu

".i""* 
*pZ. f AS.45O.OOO,OO dar Program Perumusan Kebijakan'

Pend.ampingan dan Asistensi yaitu sebesar Rp267'61O'0O0'0O dengan

rincial sebagai berikut:

Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerr'rgian

Sub

Rp 157.5O0.000,O0

Rp448.725.000,00
ertentu

Petan

R

le

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah

Kin a

tan Reviu La oran Keuan

tan Pe wasan Desa

Evaluasi Lanj tndII uakn1 andtana oMuS torlngb Kegi
HasilPKBkmerl aansPe

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuarl

Ne ra/Daerah
Tuiuan Tertentuasan den

R 1.7 36.725.OOO oo

R 208.250.000,00

R 39.375.000,00

atan Pen

Rp84.55O.00O,00

64.175.000,00

wasan Internal
a Pemerintah Daerah

Daerah

Sub Ke

Sub
Sub Ke

Sub

tan Reviu

wasan Internalasama

Pemeriksaan APIP

atanub

Rp523.125.000,

05.125.O00,o0

46.475.O00,00

Nama
Kegiatan Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pen

Rp94.5O0.O0O,00

Sub Kegiatan Pen-rmusan Kebijakan Teknis di Bidang
asan

Rp7o.875.000,00

Sub Kegiatan Penrmusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Rp23.625.000,00

Kegiatan Pendampingan dar Asistensi Rp 173.1 10.0O0,00

Rp56.O00.000,00

Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi Rp26.250.000,00

Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp8O.734.0OO,0O

Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifrkasi
Pcncgakan Intcgritas Rp10.126.000,00

k

Tabel I.E.

Nama Anega!arr

Rp56.875.000,0C

RI dan Tindak Lanjut
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D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pembinaan dal Pengawasal Tahunan

Berbasis Risiko Pemerintah Kabupaten Tana Tor4ia Tahun 2026 untuk
menjadi pedoman dalam pelaksaIlaai tugas dar fungsi unsur pengawasan

Kabupaten Tana Toraja.

{?

?

!\r
TOMBEG
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i

q
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